
  



 

 

 

Kata Pengantar 

ii L K I P  B P S D M  P r o v .  L a m p u n g T a h u n 2 0 1 9  
 

 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 

Rahmat dan Hidayah-Nya  kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 20 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Kinerja Instansi (LKIP) merupakan suatu dokumen evaluasi dalam 

melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian 

Kinerja (PK) dan juga sebagai gambaran sampai dimana kita telah dapat mencapai 

sasaran  yang diukur melalui indicator sasaran, khususnya Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang telah kita tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

Kami  menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Instansi 

Pemerintah ini belum optimal,  oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika 

pihak yang terkait bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan 

penyempurnaan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKIP) selanjutnya. 

Harapan kami selanjutnya Laporan Kinerja (LKIP) inidapat diterima dan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta 

peningkatan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung 

untuk masa yang akan datang. 

Bandar Lampung,      Februari 2020 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

 

 
Hi. KHERLANI, SE, MM 

Pembina Utama 

NIP. 19620504 198103 1 004 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen evaluasi 

dalam melakukan penilaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian  

Kinerja (PK), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 untuk periode Januari 

s/d September 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 untuk periode Oktober 

s/d Deseber 2019, dalam rangka mencapai meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung melalui kegiatan 

pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil. di Provinsi  Lampung. 

Laporan Kinerja (LKIP) Tahun 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

perencanaan jangka menengah RPJMD dan Renstra Badan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung 2015 – 2019,dan  

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)  tahun 2019 untuk periode januari s/d 

september 2019 dari 2 sasaran  strategis  yang diukur dengan 2 Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Sasaran 1 dengan 1 indikator mencapai kinerja 108,15% dengan 

kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST), sedangkan sasaran 2 dengan 1  indikator 

mencapai 92 % dengan kriteria sangat tinggi (ST). 

b. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

perencanaan jangka menengah RPJMD dan Renstra Badan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung 2019 – 2024,dan  

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)  tahun 2019 untuk periode 

Oktober s/d Desember 2019 dari 2 sasaran  strategis  yang diukur dengan 2 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran 1 dengan 1 indikator mencapai kinerja 

99,68% dengan kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST), sedangkan sasaran 2 dengan 

1  indikator mencapai 100 % dengan kriteria sangat tinggi (ST). 
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c. Untuk Akuntabilitas keuangan dari 6  Program  dan 39  kegiatan yang 

dilaksanakan secara  realisasi  keuangan tercapai 93,63%. 

 

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil 

maupun yang masih belum berhasil dan akan menjadi perhatian untuk meningkatkan 

kinerja di masa-masa mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan 

sumberdaya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

 

 

Bandar Lampung,      Februari 2020 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

 

 
Hi. KHERLANI, SE, MM 

Pembina Utama 

NIP. 19620504 198103 1 004 
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1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan 

lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan 

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD 

sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi 

masyarakat. 

PENDAHULUAN 

BAB  I 
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Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran 

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, 

melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup 

Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan 

semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka 

di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Lampung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan 

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, 

misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah 

ditetapkan. 

1.2. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

BPSDM Provinsi Lampung dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 

tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Daerah 

Tingkat I Lampung sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 19 

Tahun 1992 menetapkan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pendidikan dan Pelatihan 

Provinsi Daerah Tingkat I. 
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Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentuk BPSDM Provinsi Lampung 

No Uraian Keterangan 

1. Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung No. 12 tahun 1992 

Lampung 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Pendidikan dan Latihan Provinsi 

Daerah Tingkat I Daerah Provinsi 

Lampung 

2. Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 16 Tahun 
2000 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung 

3. Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 12 tahun 
2009 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dam Lembaga Teknis Daerah provinsi 
Lampung 

4. Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 33 tahun 
2010  

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas-dinas Daerah pada Pemerintahan 

5. Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 3 Tahun 
2014 

Perubahan  Kedua Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah provinsi Lampung 

6. Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 10 tahun 

2014  

Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 33 tahun 2010 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas-dinas Daerah pada Pemerintahan.  
 

7. Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 8 Tahun 

2016 

Pembentukan dan Sususnan Perangkat 

Daerah Provinsi Lampung 

8. Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 92 Tahun 

2016 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata kerja Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung 

9. Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 4 Tahun 

2018 

Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 92 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata kerja Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung  Nomor  17 Tahun 2017, dan Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 4 Tahun 2018, BPSDM Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok 

”Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur 

guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.   

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai 

fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya 

manusia provinsi; 

b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi 

dan kabupaten/kota; 

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya 

manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota; 

d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur 

guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah; 

e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 
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1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.  

Tugas pokok jabatan struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 92 Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2018 

adalah sebagai berikut: 

A. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengembangan 

sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target 

pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala 

Badan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program serta penetapan 

standar/pedoman; 

b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi; 

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan 

sumber daya manusia aparatur; 

d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non 

aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; 

e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 

B. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung 
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(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis 

kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Derah, serta fasilitasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota 

khususnya Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program 

dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi; 

b. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan 

keuangan dan aset; 

c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, 

pengelolaan aset, dan dokumentasi; 

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, 

serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

C. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan 

kompetensi teknis Inti. 

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi 

teknis inti; 

b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri 

kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan 

pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; 

c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi 

penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah 

penunjang; 
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d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi 

penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah 

penunjang;  

d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non 

aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

D. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional 

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, 

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi 

penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan 

umum, serta jabatan fungsional. 

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi 

teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan 

administrasi, serta jabatan fungsional; 

b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri 

kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan 

administrasi, dan jabatan fungsional; 

c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan 

pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;  

c1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non 

aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

E. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial 

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, 
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fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan 

kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan 

prajabatan. 

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bidang 

Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi 

pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; 

b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri 

bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan; 

c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan 

jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan 

tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;  

d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non 

aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

F. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan 

(1) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, 

dan kerjasama antara lembaga 

(2) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, 

pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber 

belajar, dan kerjasama; 

b. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri 

provinsi; 



9 
 

LKIP BPSDM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 

c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota; 

d. Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber 

belajar; 

e. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan 

kepamongprajaan; 

f. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga 

pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; dan  

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

1.2.2. Bagan dan Struktur Organisasi 

Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPSDM  
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1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 100 orang yang 

terdiri dari 88 orang berstatus PNS, dan 12 orang merupakan tenaga PTHL, secara rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Gambar 1.2 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Sarana, Prasarana dan Sumber Anggaran 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Propinsi Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Tanah dan Bangunan, yang terdiri dari : 

- Luas Tanah   = 8,6524 Ha 

- Luas Bangunan    = 5.548 M² 

- Ruang Belajar, 2  Unit 

- Ruang Belajar Gunung Seminung terdiri dari 6 kelas 

- Ruang Belajar Gunung Way Umpu terdiri dari 1 kelas 

- Aula Gunung Krakatau dengan kapasitas ± 500 orang 

- Gedung Asrama, 3 unit 

Golongan Pendidikan 

SD : 5 

SLTP : - 

SLTA : 18 

D3 : 3 

S1 : 27 

S2 : 47 

S3 : - 
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- Asrama Gunung Pesagi terdiri dari 42 kamar dengan daya tampung 3 orang per 

kamar 

- Asrama Gunung Tanggang terdiri dari 16 kamar dengan daya tampung 2 orang 

per kamar 

- Asrama Gunung Betung terdiri dari 9 kamar dengan daya tampung 2 orang per 

kamar 

- Asrama Gunung Rajabasa  (VIP) terdiri dari 15 kamar dengan daya tampung 2 

orang per kamar 

- Ruang Perkantoran,  4 unit 

- Ruang Makan, 2 unit  

- Ruang makan VIP kapsitas 80 orang 

- Ruang makan kapasitas 150 orang 

- Laboratorium Komputer, 1 unit 

- Laboratorium Bahasa, 1  unit 

- Ruang Perpustakaan, 1 unit 

- Ruang Widyaiswara, 1 unit 

- Ruang Foto Copy, 1 unit   

- Ruang Musholla, 1 unit 

- Ruang Kamar Mandi/WC,  91 unit 

- Ruang Gudang, 6  unit 

- Ruang Kebugaran, 1 unit  

- Lapangan Voli, 1 unit 

- Lapangan Bulu Tangkis, 1 unit 

2. Perangkat Penunjang lainnya : 

- Lemari Kantor, 21 buah 

- Lemari peserta, 82 unit 

- Tempat tidur, 200 unit 

- Wireles, 12 unit 

- Sound System, 3 unit 

- Meja Belajar, 450 unit 

- Komputer, 15 unit 

- Papan whiteboard, 11 unit 

- Laptop, 12 unit 

- LCD, 8 unit 

- Genset 30.000 watt, 1 unit 
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- Genset 10.000 watt, 1 unit 

- Kursi makan, 120 buah 

- Meja Makan, 20 buah 

- Filling kabinet, 15 buah 

- Meja Kerja, 80 buah 

- Organ, 2 unit 

3. Kendaraan Dinas/Operasional : 

- Kendaraan Roda Empat (mobil), 3 unit 

- Kendaraan Roda Dua (Motor), 2 unit 

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang dijabarkan ke 

dalam program kerja bersumber dari: 

a) Dana APBD Provinsi Lampung. 

b) Dana APBD Kabupaten/Kota yang disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung untuk Diklat Swadana yang peserta berasal dari Kabupaten/Kota. 

 

1.3. Sistematika 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung 

Lampung Tahun 2018 adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang 

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

  Meliputi Perencanaan Strategis 2015 – 2019 dan 2019 - 2014. 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

  Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian 

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. 

 BAB IV PENUTUP 
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PERENCANAAN KINERJA 
 

 

Pemerintah Provinsi Lampung pada 

tahun 2019 mengalami peralihan masa 

jabatan Gubernur terpilih. Dengan 

dilantiknya kepala daerah terpillih pada 

awal Juni 2019 dengan periode masa 

jabatan 2019-2024 maka visi dan misi 

Provinsi Lampung mengalami perubahan sesuai dengan janji kerja Gubernur terpilih. 

Sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, memiliki 2 

(dua) target pembanding sesuai dengan perjanjian kinerja pada masanya. Namun pada 

dasarnya penyusunan LAKIP Provinsi Lampung tahun 2019 mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019 

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung adalah 

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta 

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang 

bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung. 

Rencana   Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung yang 

ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 
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Tahun 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor : 

890/024/VI.05/Sekrt/2017 Tahun 2017   tentang Penetapan Rencana Strategis Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung   Tahun   2015-2019.   Penetapan   

jangka   waktu   5   tahun   tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban 

Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan 

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung tersebut ditujukan 

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019. 

Penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung telah 

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan  RPJMD  Lampung  

Tahun  2015-2019  dengan  melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga 

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung merupakan hasil 

kesepakatan bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dan 

stakeholder. 

Selanjutnya, Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung 

tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Lampung  yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 

1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung 

dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu 

tahun mendatang. 
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A. Visi dan Misi 
 

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan 

dan seluruh staf Provinsi Lampung. Visi mengandung makna bahwa Provinsi Lampung 

dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu 

dibangun menuju Provinsi Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan 

Sejahtera. Visi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah :  

"LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019" 

Misi Provinsi Lampung 2015-2016 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. 

 

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Lampung  berada di Misi  ke-5  dari  RPJMD  yaitu  :  “ Menegakkan  

Supremasi  Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal,dan 

Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif ”. 
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B. Tujuan, Sasaran dan Indikator 
 

Strategi dan kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan program Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi  Provinsi Lampung. Dengan demikian, Strategi BPSDM 

Daerah Provinsi Lampung yang disusun sedemikian rupa berdasarkan tujuan yang ingin 

dicapai Tahun 2015 – 2019, adalah sebagai  berikut : 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung  Tahun 2015 – 2019 adalah: 

1. Meningkatnya pengembangan kompetensi aparatur; 

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi. 

Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

(Renstra 2015 -2019) 

TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

TARG

ET 

TUJUA

N 

SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

Terwujudnya 

pengelolaan 

pengembang

an 

kompetensi 

aparatur 

yang efektif 

Persentase 

aparatur yang 

lulus 

pengembangan 

kompetensi 

dengan 

ketentuan 

Prediklat 

memuaskan 

90% Meningkatn

ya 

pengemban

gan  

kompetensi 

aparatur 

Persentase 

aparatur 

yang lulus 

pengembang

an 

kompetensi 

dengan 

ketentuan 

Prediklat 

memuaskan 

75% 77% 90% 85% 

 

 

90% 

Persentase 

penilaian per-

formance 

tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

pengembangan 

Kompetensi 

minimal baik 

100% Meningkatn

ya kualitas 

penyelengg

araan 

pengemban

gan  

kompetensi 

Persentase 

penilaian 

per-

formance 

tenaga 

pengajar dan 

penyelengga

ra 

pengembang

an 

Kompetensi 

minimal 

baik 

- - - 90% 100% 

“Terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif”. 
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C. Indikator Kinerja Utama 
 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur 

Lampung  Nomor  :  890/298/VI.05/Sekrt/2017  Tanggal  17  September  2017 

tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama 

SKPD Tahun 2015 - 2019. 

Adapun  penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  Badan  Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Lampung tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019  

(Renstra 2015-2019) 

NO 

SASARAN 

STRATEGI

S 

INDIKATO

R 

KINERJA 

UTAMA 

SATUA

N 

PENJELASAN 

KETERANGA

N/K 

RITERIA 

ALASAN FORMULASI/

CARA 

PENGUKURA

N 

1. Meningkatny

a 

Pengembang

an 

Kompetensi 

Aparatur  

Persentase 

aparatur 

yang lulus 

pengemban

gan 

kompetensi 

dengan 

ketentuan 

Prediklat 

memuaskan 

% Sesuai dengan 

amanat PP 

101/2000 tentang 

Diklat Aparatur 

bahwa setiap 

aparatur harus 

memenuhi 

persyaratan 

kompetensi baik 

manajerial 

maupun teknis 

dan amanat 

Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 

2014 tentang 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

(jumlah aparatur 

pengembangan 

kompetensi 

yang lulus 

dengan predikat 

memuaskan) : 

(Jumlah seluruh 

peserta 

pengembangan 

kompetensi) x 

100% 

1. UU Nomor 

5 tahun 

2014 

tentang 

Aparatur 

Sipil 

Negara 

2. Peraturan 

Menteri 

Dalam 

Negeri 

Nomor 37 

tahun 2008 

tentang 

Rumpun 

Pendidikan 

dan 
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yang bertujuan 

untuk 

menempatkan 

SDM yang tepat 

sesuai dengan 

minat dan 

kemampuannya 

yang mencakup 

aspek 

pengetahuan, 

keterampilan, 

dan sikap kerja, 

untuk itu perlu 

diukur 

peningkatan 

kompetensi ASN 

Pemprov 

Lampung setelah 

mengikuti diklat. 

Pelatihan 

Teknis 

Substantif 

Pemerintah

a Daerah 

3. Peraturan 

Menteri 

Dalam 

Negeri 

Nomor 31 

tahun 2007 

tentang 

Pedoman 

Penyelengg

araan 

Pendidikan 

dan 

Pelatihan di 

lingkungan 

Depdagri 

dan Pemda 

4. Permendag

ri Nomor 

38 Tahun 

2002 

tentang 

Pendidikan 

Prajabatan 

dan 

Kepemimpi

nan di 

jajaran 

Departeme

n Dalam 

Negeri dan 

Daerah 

5. Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 101 

tahun 2000 

tentang 

Pendidikan 

dan 

pelatihan 

Jabatan 

Pegawai 

negeri Sipil 

6. Peraturan 

Kepala 

LAN 

Nomor 18 

tahun 2014 

tentang 

Pedoman 

Penyelengg

araan 

Diklat 

Prajabatan 



20 
 

LKIP BPSDM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 

CPNS 

Golongan 

I, II dan III 

yang 

Diangkat 

Dari 

Tenaga 

Honorer 

K1/K2 

7. Peraturan 

Kepala 

LAN 

Nomor 39 

tahun 2013 

tentang 

Pedoman 

Penyelengg

araan 

Diklat 

Prajabatan 

CPNS 

Golongan I 

dan II 

8. Peraturan 

Kepala 

LAN 

Nomor 38 

tahun 2013 

tentang 

Pedoman 

Penyelengg

araan 

Diklat 

Prajabatan 

CPNS 

Golongan 

III 

9. Perkalan 

nomor 13 

tahun 2013 

tentang 

Pedoman 

Penyelengg

araan 

Diklatpim 

Tk. IV 

10. Perkalan 

nomor 12 

tahun 2013 

tentang 

Pedoman 

Penyelengg

araan 

Diklatpim 

Tk. III 
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2. Meningkatny

a Kualitas 

Penyelengga

raan 

Pengembang

an 

Kompetensi  

Persentase 

penilaian 

performanc

e tenaga 

pengajar 

dan 

penyelengg

ara 

pengemban

gan 

Kompetensi 

minimal 

baik  

% Guna 

peningkatan 

kualitas 

penyelenggaraan 

dan layanan 

diklat/pengemba

ngan kompetensi 

perlu adanya 

peningkatan 

kualitas dan 

kapabilitas dari 

tenaga pengajar 

dan tenaga 

penyelenggara 

pengembangan 

kompetensi 

(Jumlah tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

yang memiliki 

penilaian 

performance 

minimal baik) : 

(Jumlah seluruh 

tenaga pengajar 

dan tenaga 

penyelenggara 

pengembangan 

kompetensi) x 

100% 

1. Peraturan 

Kepala 

LAN No. 

16 Tahun 

2013 

tentang 

Pedoman 

Akreditasi 

Lembaga 

Diklat 

Pemerinta

h 

Penyeleng

gara Diklat 

Prajabatan 

dan 

Kepemimp

inan 

2. Peraturan 

Kepala 

LAN No. 

17 Tahun 

2013 

tentang 

Pedoman 

Akreditasi 

Lembaga 

Diklat 

Pemerinta

h 

Penyeleng

gara Diklat 

Fungsional 

3. Peraturan 

Kepala 

LAN No. 

18 Tahun 

2013 

tentang 

Pedoman 

Akreditasi 

Diklat 

Pemerinta

h 

Penyeleng

gara Diklat 

Pelatihan 

Teknis 



 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat 

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan 

wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk 

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk 

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan 

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola 

program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan 

instansi yang tidak terarah.  

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Lampung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Lampung Tahun 2015-2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2019, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung 

telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Lampung Tahun 2019 

(Renstra 2015 – 2019) 

 
 

NO 
 

SASARAN STRATEGIS 
IKU 

/INDIKATOR 

KINERJA 

 

SATUAN 
 

TARGET 

Perjanjian Kinerja Eselon II 

1. Meningkatnya 

Pengembangan Kompetensi 

Aparatur 

Persentase aparatur 

yang lulus 

pengembangan 

kompetensi dengan 

ketentuan Predikat 

memuaskan 

% 90 

2. Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan 

Pengembangan Kompetensi 

Persentase penilaian 

performance tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

pengembangan 

Kompetensi minimal 

baik 

% 100 
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2.1 Rencana Strategis 2019 - 2024 

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung tersebut ditujukan 

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. 

Penyusunan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung telah 

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan  RPJMD  Lampung  

Tahun  2019-2024  dengan  melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga 

Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung merupakan hasil 

kesepakatan bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dan 

stakeholder. 

A. Visi dan Misi 
 

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh 

pimpinan dan seluruh staf Provinsi Lampung. Visi mengandung makna bahwa Provinsi 

Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus 

mampu dibangun menuju Provinsi Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman 

dan Sejahtera. Visi Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :  

 

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator 
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Dalam rangka mewujudkan dan menjalankan Visi dan Misi Gubernur Terpilih 

Provinsi Lampung periode 2019-2024,  terutama pencapaian Misi Kedua yaitu 

“Mewujudkan good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan 

pelayanan publik, ditetapkan tujuan dan sasaran  sebagai berikut: 

 

 

Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

Tabel. 2.4  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 

TUJUAN 
INDIKA

TOR 
TUJUAN 

SASARAN 
INDIKAT

OR 
SASARAN 

TARGET KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Terwujud
nya 
pengelola
an 
pengemb
angan 
kompeten
si 
aparatur 
yang 
efektif 

Persenta

se 

Aparatur 

yang 

Memilik

i 

Sertifika

t Diklat 

Meningkatn

ya 

kompetensi 

SDM 

aparatur 

Persentase 

Aparatur 

yang 

Memiliki 

Sertifikat 

Diklat 

12,54% 20,28% 29,34% 39,09% 48,84% 59,07% 

Nilai 

Akredita

si 

Meningkatn

ya kualitas 

pengelolaan 

dan 

penyelengga

raan diklat  

Nilai 

Akreditasi 

B B B A A A 

 

  

“Terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif”. 
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C. Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat 

Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui 

Keputusan Gubernur Lampung  Nomor  : G/770/B.09/HK/2019  tentang Indikator 

Kinerja Utama Provinsi Lampung 2019 – 2024 dan Keputusan Kepala BPSDM Provinsi 

Lampung Nomor : 890/35a/V.05/Sekrt/2019 Tentang Penetapan  Indikator Kinerja Utama 

di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024. 

Adapun  penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  Badan  Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Lampung tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama BPSDM Provinsi Lampung 2019-2024 

NO 
SASARAN 
STRATEGI

S 

INDIKATO
R 

KINERJA 
UTAMA 

SATUAN 

PENJELASAN 

KETERANGAN/KRITERIA 
ALASAN 

FORMULAS
I/CARA 

PENGUKUR
AN 

1. Meningkatn
ya 
kompetensi 
SDM 
aparatur 

Persentase 
Aparatur 
yang 
Memiliki 
Sertifikat 
Diklat 

Nilai 
akreditasi 

Sesuai dengan 

amanat UU 23 

Tahun 2014 

tentang 
Pemerintahan 

Daerah, UU 

Nomor 5 

tahun 2014 
tentang 

Aparatur Sipil 

Negaradan PP 

11 Tahun 
2017 tentang 

Manajemen 

PNS bahwa 

setiap aparatur 
harus 

memenuhi 

persyaratan 

kompetensi 
baik Teknis, 

Manajerial, 

Sosio Kultural  

maupun 
Pemerintahan 

dalam rangka 

untuk 

menempatkan 
SDM yang 

tepat sesuai 

dengan minat 

dan 
kemampuanny

a yang 

Jumlah 

aparatur yang 

memiliki 

sertifikat 
diklat dibagi 

Jumlah 

Keseluruhan 

aparatur 
Pemerintah 

Provinsi 

Lampung Non 

Guru  x 100% 

1.   UU Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 

2.   UU Nomor 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara 

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS 

4.   Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 31 tahun 2007 
tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan di lingkungan Depdagri 
dan Pemda 

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 
101 tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan pelatihan Jabatan 
Pegawai negeri Sipil 

6.   Peraturan LAN Nomor 2 tahun 
2019 tentang Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II  

7.   Peraturan LAN Nomor 15 
tahun 2019 tentang Pelatihan 
Kepemimpinan Pengawas 

8.   Peraturan LAN Nomor 16 
tahun 2019 tentang Pelatihan 
Kepemimpinan Administrator 
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mencakup 

aspek 

pengetahuan, 
keterampilan, 

dan sikap 

kerja, untuk 

itu perlu 

diukur 

peningkatan 

kompetensi 

ASN Pemprov 
Lampung 

setelah 

mengikuti 

diklat. 

9.   Perkalan nomor 16 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas 
Perka LAN nomor 10 Tahun 2015 
tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Diklat 
Prajabatan CPNS Golongon I, II 
dan atau Golongan III yang 
diangkat dari Tenaga Honorer 
Kategori 1 dan atau Kategori 2 

10. Perkalan nomor 17 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas 
Perka LAN nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan 
Pelatihan Dasar Calon Pegawai 
Negeri Sipil Golongan III  

11. Perkalan nomor 18 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas 
Perka LAN nomor 22 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan 
Pelatihan Dasar Calon Pegawai 
Negeri Sipil Golongan I dan 
Golongan II 

2. Meningkatn
ya kualitas 
pengelolaan 
dan 
penyelengg
araan diklat 

Nilai 
Akreditasi 

% Guna 
peningkatan 

kualitas 

penyelenggara

an dan 

layanan 

diklat/pengem

bangan 

kompetensi 
perlu adanya 

peningkatan 

kualitas dan 

kapabilitas 
dari tenaga 

pengajar dan 

tenaga 

penyelenggara 
pengembanga

n kompetensi 

(Berdasarkan 
hasil 

Kualifikasi 

Nilai 

Akreditasi 

12. Peraturan Kepala LAN No. 16 
Tahun 2013 tentang Pedoman 
Akreditasi Lembaga Diklat 
Pemerintah Penyelenggara Diklat 
Prajabatan dan Kepemimpinan 

13. Peraturan Kepala LAN No. 17 
Tahun 2013 tentang Pedoman 
Akreditasi Lembaga Diklat 
Pemerintah Penyelenggara Diklat 
Fungsional 

14. Peraturan Kepala LAN No. 18 
Tahun 2013 tentang Pedoman 
Akreditasi Diklat Pemerintah 
Penyelenggara Diklat Pelatihan 
Teknis 
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D. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 

 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Lampung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019 - 2024 dan dokumen Pelaksanaan 

P e r u b a h a n  Anggaran (DPPA) Tahun 2019. Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan 

uraian sebagai berikut: 

Tabel 2.6 

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Lampung 

Tahun 2019 

 

NO 
 

SASARAN 

STRATEGIS 

IKU /INDIKATOR 

KINERJA 

 

SATUA

N 

 

TARGE

T 

1. Meningkatnya 

Pengembangan Kompetensi 

Aparatur Meningkatnya 

kompetensi SDM aparatur 

Persentase Aparatur yang 

Memiliki Sertifikat 

Diklat 

% 7,65 

2. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan dan 

penyelenggaraan diklat 

Nilai Akreditasi Nilai 

akreditasi 

B 

 

E. Program/Kegiatan Priotitas Gubernur terpilih bagi OPD Pengapu Janji 

Kerja Gubernur Terpilih 

 

BPSDM Provinsi Lampung masuk dalam Misi kedua dalam RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019 - 2024 Provinsi Lampung    yaitu :      

“Mewujukan “Good Governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan 

pelayanan publik”. Program/Kegiatan prioritas di BPSDM Provinsi Lampung yang 

mengampu janji Gubernur Lampung dapat kita lihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.7 

Tabel Program/kegiatan Prioritas 

NO AGENDA PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI DANA 

(1)  (2) (3) 

A  Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

  

1 Agenda 32,  

Mereformasi 

birokrasi untuk 

meningkatkan 

efektivitas 

pemerintah dengan: 

- menciptakan 

sistem kerja 

berbasis kinerja 

dan kompetensi 

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung 

Rp. 783.976.000 

2 Pengembangan Kompetensi Inti 

Jabatan Administrasi Pelayanan 

Dasar dan Pilihan 

Rp. 168.056.000 

3 Pengembangan Kompetensi Inti 

Jabatan Administrasi Non 

Pelayanan Dasar 

Rp. 77.103.000 

4 Pengembangan Kompetensi Inti 

Jabatan Administrasi Urusan 

Penunjang 

Rp. 173.944.000 

5 Pengembangan Kompetensi 

Umum 

Rp. 436.620.000 

6 Pengembangan Kompetensi 

Pilihan Jabatan Administrasi 

Rp. 301.580.000 

7 Pengembangan Kompetensi 

Jabatan Fungsional 

Rp. 759.559.967 

8 Diklat Prajabatan Golongan III 

CASN di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung dan 

Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi 

Lampung 

Rp. 16.288.816.000 
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AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Pengertian akuntabilitas pada dasarnya 

memberikan suatu petunjuk sasaran pada 

hampir semua reformasi sektor publik dan 

mendorong pada munculnya tekanan untuk 

pelaku kunci yang terlibat untuk 

bertanggungjawab dan untuk menjamin 

kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip 

akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan 

pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait 

harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan  kewenangan yang diberikan di 

bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan 

pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target 

kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.  

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima 

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban 

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang 

BAB  III 
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Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi N omor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan 

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis 

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja 

Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia. 

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai 

dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian 

kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, 

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan 

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. 

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2019 

No Kategori/Interpretasi Realisasi Kinerja Kode Warna 

1 Sangat Tinggi 90≤100  

2 Tinggi 76≤90  

3 Sedang 66≤75  

4 Rendah 51≤65  

5 Sangat Rendah ≤50  

 

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan 
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kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan pencapaian IKU BPSDM Provinsi Lampung 

 

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 

A. Indikator Tujuan dan IKU Pada  RENSTRA 2015-2019 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah 

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 890/298/VI.05/Sekrt/2017 tanggal 

17 September 2017  dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor 

G/919/B.XII/HK/2014 tentang Penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  Provinsi  Lampung  

Tahun  2015-2019.  

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam 

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu 

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Lampung tahun 2019 yang diukur berdasarkan capaian sampai dengan 

bulan September 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:
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Tabel 3.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung 

Tahun 2019 (RENSTRA 2015 – 2019) 

 

No. 
Indikator 

Tujuan 
Satuan Target Realisasi 

Capaian 

(%) 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Satuan 

Kinerja 2018 Kinerja 2019 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 14 15 

1. Persentase 

aparatur yang 

lulus 

pengembangan 

kompetensi 

dengan 

ketentuan 

Predikat 

memuaskan 

% 90 97,33 108,15 Persentase 

aparatur yang 

lulus 

pengembangan 

kompetensi 

dengan 

ketentuan 

Predikat 

memuaskan 

% 85 
 
 

85,26 100, 

31 

90 97,33 108,15 

2. Persentase 

penilaian 

performance 

tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

pengembangan 

Kompetensi 

minimal baik 

% 100 92 92 Persentase 

penilaian 

performance 

tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

pengembangan 

Kompetensi 

minimal baik 

% 90  90  100  100 92 92 
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Pada tabel 3.2 diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2019 pada 

indikator Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan 

ketentuan Prediklat memuaskan yaitu sebesar 90%. Kinerja indikator sasaran 

tersebut didapat melalui penilaian persentase peserta diklat prajabatan, diklat 

kepemimpinan,  pengembangan kompetensi teknis inti, teknis umum dan teknis 

fungsional yang lulus dengan predikat memuaskan dimana dari total 562 orang lulusan 

peserta diklat, terdapat 547 orang  peserta diklat yang lulus pengembangan kompetensi 

dengan ketentuan predikat minimal memuaskan atau sebesar 97,33%. Nilai tersebut 

melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, 

realisasi pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,7%. Sedangkan pada 

indikator Persentase penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara 

pengembangan Kompetensi minimal baik dari target yang ditetapkan sebesar 100% , 

terealisasi sebesar 92%, bila dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 2%. 

 

 

B. IKU Pada  RENSTRA 2019-2024 (Oktober s/d Desember 2019) 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung telah menetapkan 

Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 

890/35a/V.05/Sekrt/2019  dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 

G/770/B.09/HK/2019  Penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  Provinsi  Lampung  Tahun  

2019-2024.  

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Lampung tahun 2019 yang diukur berdasarkan capaian bulan Oktober s/d 

Desember 2019 menunjukan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung 

Tahun 2019 (RENSTRA 2019 – 2024) 

 

No

. 
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keterang

an 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Persentase Aparatur yang 

Memiliki Sertifikat Diklat 

% 12,54 12,50 99,68 Sangat 

tinggi 

2. Nilai Akreditasi % B B 100 Sangat 

tinggi 

 
Pada tabel 3.3 diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2019 pada 

indikator Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat adalah sebesar 

12,54%. Terealisasi sebesar 12,50% atau sebesar 99,68%. Sedangkan pada Nilai 

Akreditasi dari target yang ditetapkan dengan nilai akreditasi B , terealisasi dengan nilai 

akreditasi B atau sebesar 100%. 

 

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

A. RENSTRA 2015 -2019 ( s/d September 2019 ) 

Secara umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung telah dapat 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Renstra 2015-2019. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2015-2019 sebanyak 3 

sasaran. 

Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 2015 - 2019, dari sebanyak 2 sasaran strategis 

dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.4 

Capaian Indikator Kinerja 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019  

(Renstra 2015 -2019) 

No. Indikator Tujuan 
Satu

an 
Target 

Reali

sasi 

Capaian 

(%) 

Indikator Kinerja 

Utama 

Satua

n 

Kinerja 2018 Kinerja 2019 

Targ

et 

Realisa

si 

Capaian 

(%) 
Target 

Realisa

si 

Capaia

n 

(%) 

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 14 15 

 Persentase aparatur 

yang lulus 

pengembangan 

kompetensi dengan 

ketentuan Predikat 

memuaskan 

% 90 97,33 108,15 Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil 

Negara 

1. Persentase aparatur 

yang lulus 

pengembangan 

kompetensi dengan 

ketentuan Predikat 

memuaskan 

% 85 
 
 

85,26 100, 

31 

90 97,33 108,15 

 Persentase 

penilaian 

performance tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

pengembangan 

Kompetensi 

minimal baik 

% 100 92 92 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan  

kompetensi 

2. Persentase penilaian 

performance tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

pengembangan 

Kompetensi minimal 

baik 

% 90  90  100  100 92 92 
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Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan 

informasi kinerja  pada beberapa table berikut : 

Tabel 3.5 

Pencapaian Indikator Tujuan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019 

(Renstra 2015 - 2019) 

No Tujuan 

Jumlah 

Indikator 

Tujuan 

Tingkat Pencapaian 

Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 

Terwujudnya 

pengelolaan 

pengembangan 

kompetensi 

aparatur yang 

efektif 

2 2 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 Jumlah 2 2 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

Untuk mencapai Tujuan BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 yaitu 

terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif, diukur 

melalui dua (2) indikator tujuan sebagai berikut :  

1. Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan 

Predikat memuaskan 

2. Persentase penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara 

pengembangan Kompetensi minimal baik. 

Pada indikator tujuan 1 dengan angka yang ditargetkan sebesar 90%, terealisasi 

sebesar 97,33% atau memperolah capaian sebesar 108,15%, artinya melebihi dari target 

yang ditetapkan dengan kriteria capaian sangan tinggi. Kemudian pada indikator tujuan 

2, dengan angka yang ditargetkan sebesar 100%  hanya terealisasi sebesar 92%, sehingga 

tidak mencapai target yang diinginkan namun dengan kriteria sangat tinggi. 
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Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: 

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran 

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Pencapaian Kinerja Sasaran 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019 

(Renstra 2015 - 2019) 

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 

1 Sangat Tinggi 100.00 % 

2 Tinggi 0.00 % 

3 Sedang 0.00 % 

4 Rendah 0.00 % 

5 Sangat Rendah 0.00 % 

 

 

Tabel 3.7 

Pencapaian target Misi  

(Renstra 2015 - 2019) 

No Misi 

Jumlah 

Indikator 

Sasaran 

Tingkat Pencapaian 

Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah 
Sangat 

Rendah 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Misi 5 2 2 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 Jumlah 2 2 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dengan rincian sebagai berikut: 

  



 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

38 

 

LKIP BPSDM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 

Tabel 3.8 

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 

(Renstra 2015 - 2019) 

No Kategori Jumlah Indikator Persentase 

A. Misi 5 2  

1 Sangat Tinggi 2  

2 Tinggi 0  

3 Sedang 0  

4 Rendah 0  

5 Sangat Rendah 0  

 

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala 

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam 

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain : 

 kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 

 kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

 Kinerja nyata dengan target akhir renstra. 

 kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya 

ataupun dengan kinerja sektor swasta. 

 kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional. 

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai 

pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 

dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : 
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Sasaran 1 

Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur  

 

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.9 

Analisis Pencapaian Sasaran 1 

Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur  

(Renstra 2015 - 2019) 

No 
Indika tor 

Kinerja 

Satu 

an 

2018 2019 

Capaian  

terhadap Target 

Akhir RPJMD 

(%) 

Target 
Reali

sasi 
% Target 

Reali

sasi 
% 

2018 2019 

1 Persentase 

aparatur yang 

lulus pengem-

bangan 

kompetensi 

dengan ketentuan 

Prediklat 

memuaskan 

Perse

n 

tase 

85 

 

 

85,26 100, 

31 

90 

 

 

 

97.33 108,1

5 

94,73 108,15 

 

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2019 pada 

indikator Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan 

ketentuan Prediklat memuaskan yaitu sebesar 90%. Kinerja indikator sasaran 

tersebut didapat melalui penilaian persentase peserta diklat prajabatan, diklat 

kepemimpinan,  pengembangan kompetensi teknis inti dari total 562 orang lulusan 

peserta diklat, terdapat 547 orang  peserta diklat yang lulus pengembangan kompetensi 

dengan ketentuan predikat minimal memuaskan atau sebesar 97,33%. Nilai tersebut 

melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, 

realisasi pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,7%.  
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Tahun 2019 adalah tahun ke 5 renstra 2015-2019 atau tahun terakhir Renstra, 

capaian kinerja indikator 1 "Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi 

dengan ketentuan Predikat memuaskan" tahun ini adalah sebesar 108.15 %, bila 

dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

maka capaian kinerjanya mencapai 108.15 %. 

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mendukung tercapainya target. Faktor-faktor tersebut diantaranya : 

1. Banyaknya peserta diklat   yang  hanya lulus dengan predikat memuaskan, 

2. Tingginya motivasi dan rasa tanggung jawab peserta diklat  dalam mengikuti 

diklat sehingga berdampak pada nilai kelulusan yang mempengaruhi pencapaian 

target indikator kinerja sasaran 

 

Sasaran 2 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  

 

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.10 

Analisis Pencapaian Sasaran 2 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  

(Renstra 2015 - 2019) 

No Indikator Kinerja Satuan 

2018 2019 

Capaian  

terhadap 

Target Akhir 

RPJMD (%) 

Target 
reali

sasi 
% Target 

reali

sasi 
% 

2018 2019 

1. Persentase penilaian 

performance tenaga 

pengajar dan 

penyeleng 

gara pengem-bangan 

Kompetensi minimal 

baik 

Persen 

Tase 

90 90 100 100 92  92 100 92 

 

Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  

dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : "Persentase penilaian performance tenaga 

pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik  " adalah sebesar 
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92 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 92 %, capaian ini tidak mencapai target 

yang diperjanjikan. 

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase penilaian performance tenaga 

pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik  " tahun ini 

meningkat 2 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 90 namun secara 

capaian persentase turun 2% 

Tahun 2019 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase 

penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi 

minimal baik  " tahun ini adalah sebesar 92 %, bila dibandingkan dengan target akhir 

renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka capaian kinerjanya mencapai 

92 %. 

Tidak tercapainya target kinerja sasaran disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya : Kurang sarana dan prasarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai, 

sehingga mengurangi penilaian dari peserta. 

 

B. RENSTRA 2019 -2024 ( Oktober s/d Desember 2019 ) 

Tahun 2019 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019 - 2024, dari sebanyak 3 sasaran strategis 

dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.11 

Capaian Indikator Kinerja 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019  

(Renstra 2019 -2024) 

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target 
Realis

asi 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi SDM aparatur 

1. Persentase Aparatur dan non aparatur yang 

Memiliki Sertifikat Diklat 

% 12,54 12,50 99,68 

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan 

diklat 

2. Nilai Akreditasi - B B 100 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan 

informasi kinerja  pada beberapa table berikut : 

Tabel 3.12 

Pencapaian Kinerja Sasaran 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019 

(Renstra 2019 - 2024) 

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 

1 Sangat Tinggi 100.00 % 

2 Tinggi 0.00 % 

3 Sedang 0.00 % 

4 Rendah 0.00 % 

5 Sangat Rendah 0.00 % 
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Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: 

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran 

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 3.13 

Pencapaian target Misi  

(Renstra 2019 - 2024) 

No Misi 

Jumlah 

Indikator 

Sasaran 

Tingkat Pencapaian 

Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah 
Sangat 

Rendah 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Misi 2 4 4 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 Jumlah 4 4 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3.14 

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 

(Renstra 2019 - 2024) 

No Kategori Jumlah Indikator Persentase 

A. Misi 2 4  

1 Sangat Tinggi 4  

2 Tinggi 0  

3 Sedang 0  

4 Rendah 0  

5 Sangat Rendah 0  
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Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala 

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam 

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain : 

 kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 

 kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

 Kinerja nyata dengan target akhir renstra. 

 kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya 

ataupun dengan kinerja sektor swasta. 

 kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional. 

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai 

pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 

dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : 
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Sasaran 1 

Sasaran Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur 

 

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.15 

Analisis Pencapaian Sasaran 1 

Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Aparatur  

(Renstra 2019 - 2024) 

No. Indikator Kinerja Satuan 

2019 

Capaian  

terhadap Target 

Akhir RPJMD  

Target realisasi % 
Target % 

1. Persentase Aparatur 

yang Memiliki 

Sertifikat Diklat 

Persen 

tase 

12,54% 

 

12,50% 99,68% 59,07% 21,16% 

 

 

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2019 untuk 

indikator Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat sebesar 12,54%. Adapun 

kinerja indikator sasaran tersebut didapat melalui formulasi persentase jumlah aparatur 

yang memiliki sertifikat diklat pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah keseluruhan 

aparatur Pemerintah Provinsi Lampung dikalikan 100%, dimana pada tahun 2019 jumlah 

aparatur yang memiliki sertifikat diklat sebanyak 2.048 orang dari 16.381 orang aparatur, 

sehingga indikator kinerja utama/sasaran strategis tercapai sebesar 12,50%. Nilai tersebut 

kurang dari target yang ditetapkan yaitu 12,54% atau baru tercapai 99,68%. 

Tahun 2019 adalah tahun pertama renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 1 

" Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat " tahun ini adalah sebesar 99.68 %, 

bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia maka capaian kinerjanya mencapai 21.16%. 

  



 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

46 

 

LKIP BPSDM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 

Sasaran 2 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  

 

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.16 

Analisis Pencapaian Sasaran 2 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  

(Renstra 2019 - 2024) 

No. Indikator Kinerja Satuan 

2019 

Capaian  terhadap 

Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Realis

asi 
% 

Target % 

1. Nilai Akreditasi Nilai B 

 

 

 

B 100 A 67 

 

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai pada tahun 2019 untuk 

indikator sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat yaitu 

nilai akreditasi B. Adapun pada tahun 2019, nilai akreditasi BPSDM Provinsi Lampung 

adalah B, sehingga pencapaian target indikator di 2019 sebesar 100%. 

Tahun 2019 adalah tahun pertama renstra 2019-2024, capaian kinerja indikator 2 

" Nilai Akreditasi " tahun ini dengan nilai akreditasi B, bila dibandingkan dengan target 

akhir renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka capaian kinerjanya 

mencapai 67%. 

 

3.4. Akuntabilitas Keuangan, Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2019 

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin 

dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan berupa setoran kab/kota 

dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 26.072.128.000,- sedangkan realisasi 

anggaran mencapai Rp. 24.931.883.467 atau dengan serapan dana mencapai 95.63%, 

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian 
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target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 

2019 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.18 

Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2019 

No. Misi Pagu Anggaran 
Realisasi 

Anggaran 
% 

1 Mewujudkan Good 

Governance untuk 

meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pelayanan publik 

26.072.128.000 24.931.883.467 95.63 

 
JUMLAH 26.072.128.000 24.931.883.467 95.63 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan 

untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2019. 

Adapun   rincian   pagu   dan   realisasi   anggaran   yang   terkait   dengan 

Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Lampung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.19 

Pagu dan Realisasi Anggaran BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2019 

Berdasarkan Indikator 

 

No. 
Indikator Kinerja Pagu Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

 Indikator Utama 

1. Persentase Aparatur dan non 

aparatur yang Memiliki Sertifikat 

Diklat 

22.567.149.967 21.481.826.599 95,19 

2. Nilai Akreditasi 3.504.978.033   3.450.056.868 98,43 

JUMLAH 26.072.128.000 24.931.883.467 95,63 

 

 

Untuk 
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mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada 

tahun 2019 sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.20 

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Pemerintah Daerah  

Provinsi Lampung Tahun 2019 

No. Kategori 
Jumlah 

Indikator 

Presentase 

Capaian 

Kinerja % 

Anggaran 

Realisasi (Rp.) % 

A. Misi 2 4 100 

24.931.883.467 95,63 

1 Sangat Tinggi 4 100 

2 Tinggi - - 

3 Sedang - - 

4 Rendah - - 

5 Sangat Rendah - - 

6 Kurang - - 

    24.931.883.467 95,63 

 

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah 

Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap 

capaian kinerja misi organisasi. 

Tabel 3.32 

Efisiensi Anggaran Tahun 2019 

NO 
NILAI 

EFISIENSI 

TOTAL 

ANGGARAN 

(Rp) 

PRESE

NTASE 

(%) 

JUMLAH 

PROGRAM & 

KEG YANG 

DIFOKUSKA

N 

TOTAL 

PROGRAM 

& 

KEGIATAN 

KETER

ANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1.000.000.000 26.072.128.000 3.83 Program : 2 

Kegiatan : 6 

Program : 6 

Kegiatan : 41 

- 
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3.5. Prestasi OPD yang diraih selama Tahun 2019 

BPSDM Provinsi Lampung tahun 2019 mendapatkan peringkat terbaik 3 (tiga) 

atas penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai dari Gubernur Lampung. 

dalam Penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung. 
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PENUTUP 
Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Lampung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah 

yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Tahun 2019 ini 

dapat menggambarkan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Tahun 

2019 Januari s/d September dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2015 – 2019, 

dan untuk Oktober s/d Desember menggunakan perhitungan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Renstra 2019 – 2024. 

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung dalam rangka mencapai target 

kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2018 sebesar  Rp. 26.072.128.000,- 

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 24.931.883.467, dengan demikian dapat 

dikatakan tahun 2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung kondisi 

anggaran adalah Silpa Rp. 1.140.244.533. 

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah 

digunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung adalah 95.63 % 
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dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih 

efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan 

Misi Lampung. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung kepada pihak-pihak terkait baik 

sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan 

berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung. 

 

Bandar Lampung,       Februari 2020 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

Hi. KHERLANI, SE, MM 

Pembina Utama  

NIP. 19620504 198103 1 004 
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Perangkat Daerah: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Uraian
Indikator 

Tujuan
satuan target Uraian Indikator Sasaran satuan target

Sasaran 

Program
Nama Program Indikator satuan target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator satuan target

Persen 90 Meningkatnya 

Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur

Persentase aparatur yang 

lulus pengembangan 

kompetensi dengan 

ketentuan predikat 

memuaskan 

Persen 90 Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi 

manajerial

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase 

aparatur yang 

lulus 

pengembangan 

kompetensi 

Manajerial

persen 100 Meningkatnya Pejabat 

Ess IV Pemerintah 

Provinsi Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Diklat Kepemimpinan 

Tingkat IV di 

Lingkungan 

Pemerintah Provinsi 

Lampung

jumlah peserta 

yang mengikuti 

diklat PIM IV

Orang 40 783.976.000          

Meningkatnya Pejabat 

Ess IV Pemerintah 

Kab/Kota se Provinsi 

Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Diklat Kepemimpinan 

Tingkat IV di 

Lingkungan 

Pemerintah Kab/Kota 

se Provinsi Lampung

jumlah peserta 

yang mengikuti 

diklat PIM IV

Orang 80 1.567.952.000       

Meningkatnya Pejabat 

Ess III Pemerintah 

Kab/Kota se Provinsi 

Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III di 

Lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota se 

Provinsi Lampung

jumlah peserta 

yang mengikuti 

diklat PIM III

Orang 80 1.717.464.000       

Meningkatnya PNS 

Pemerintah Provinsi 

dan Kab/Kota se 

Provinsi Lampung yang 

profesional dan 

terampil

f. Diklat Prajabatan 

Golongan III CASN di 

Lingkungan 

Pemerintah Provinsi 

Lampung dan 

Pemerintah Kab/Kota 

se-Provinsi Lampung

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti 

Diklat

Orang 576 4.139.272.000       

Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi 

teknis inti

Persentase 

aparatur yang 

lulus 

pengembangan 

kompetensi 

Teknis Inti

persen 100 Meningkatnya PNS 

Pemerintah Provinsi  

Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Pengembangan 

Kompetensi Inti 

Jabatan Administrasi 

Pelayanan Dasar dan 

Pilihan

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

Orang 60 172.936.000          

Meningkatnya PNS 

Pemerintah Provinsi  

Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Pengembangan 

Kompetensi Inti 

Jabatan Administrasi 

Non Pelayanan Dasar

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

Orang 60 177.088.000          

Meningkatnya PNS 

Pemerintah Provinsi  

Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Pengembangan 

Kompetensi Inti 

Jabatan Administrasi 

Urusan Penunjang

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

Orang 90 173.944.000          

Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi 

teknis umum dan 

fungsional

Persentase 

aparatur yang 

lulus 

pengembangan 

kompetensi 

Teknis Umum dan 

Fungsional

persen 100 Meningkatnya PNS 

Pemerintah Provinsi  

Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Pengembangan 

Kompetensi Umum

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

Orang 60 436.620.000          

Meningkatnya PNS 

Pemerintah Provinsi  

Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Pengembangan 

Kompetensi Pilihan 

Jabatan Administrasi

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

Orang 60 301.580.000          

Tujuan

Persentase 

aparatur 

yang lulus 

pengembang

an 

kompetensi 

dengan 

ketentuan 

predikat 

memuaskan 

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Pengembangan 

Kompetensi Aparatur 

Yang Efektif 

MATRIKS CASCADING RENSTRA 2015 - 2019
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Sasaran Utama



Uraian
Indikator 

Tujuan
satuan target Uraian Indikator Sasaran satuan target

Sasaran 

Program
Nama Program Indikator satuan target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator satuan target

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Meningkatnya PNS 

Pemerintah Provinsi  

Lampung yang 

profesional dan 

terampil

Pengembangan 

Kompetensi Jabatan 

Fungsional

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

Orang 60 994.056.967          

Persen 100 Meningkat

nya 

Pembinaa

n dan 

Pengemba

ngan 

Aparatur 

Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi 

Persen 100 Meningkatnya 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Aparatur BPSDM 

Provinsi Lampung

Program 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Aparatur

Persentase 

kompetensi 

tenaga pengajar 

dan 

penyelenggara 

pengembangan 

kompetensi 

persen 23,52 Meningkatnya 

penyediaan 

Majalah/Buletin bagi 

penulisan artikel/karya 

ilmiah WI/aparatur

Penerbitan 

Majalah/Buletin Badan 

Diklat Daerah Provinsi 

Lampung

Jumlah 

buletin/majalah 

ilmiah

Eksemplar 240 50.983.986            

Meningkatnya jumlah 

pengelola LSP-Pemda 

Cabang Provinsi 

Lampung yang 

kompetens dan 

terampil

Lembaga Sertifikasi 

Profesi

Jumlah peserta 

Bimtek 

Pengelolaan LSP-

Pemda Cabang 

Provinsi Lampung

Orang 30 114.890.760          

Meningkatnya 

pengawasan dan 

peningkatan mutu 

diklat

Komite Penjamin 

Mutu Diklat

Jumlah fasilitasi, 

monitoring dan 

evaluasi dalam 

rangka 

pengawasan dan 

peningkatan mutu 

diklat

kab/kota 4 49.849.886            

Meningkatnya 

kemampuan WI dalam 

penelitian/karya tulis 

ilmiah

Peningkatan 

Kemampuan 

Penelitian 

Widyaiswara

Jumlah 

seminar/workshop 

karya tulis 

Widyaiswara

Kali 3 101.230.777          

Meningkatnya 

kualitas dan 

kapasitas 

kelembagaan

Persen 100 Meningkatnya 

layanan 

perkantoran 

BPSDM

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Persentase 

Pelayanan 

Administrasi 

perkantoran

persen 100,00 Meningkatnya layanan 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

Jumlah 

Penyediaan Jasa 

telepon, 

air/PDAM, listrik 

dan internet

Bulan 12 597.604.016          

Meningkatnya layanan 

administrasi keuangan

Penyediaan jasa 

administrasi keuangan

Jumlah 

Penyediaan Honor 

Tim pengadaan 

barang/jasa, Tim 

pemeriksa barang 

dan pengelola 

barang dan 

Bulan 12 509.379.892          

Meningkatnya layanan 

kebersihan kantor

Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

Jumlah 

Penyediaan Honor 

cleaning service

Bulan 12 186.450.000          

Meningkatnya 

ketersediaan alat tulis 

kantor

Penyediaan alat tulis 

kantor

Jumlah 

Penyediaan alat 

tulis kantor

Bulan 12 26.566.802            

Meningkatnya 

ketersediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Jumlah 

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

Bulan 12 34.316.500            

Meningkatnya 

ketersediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Penyediaan komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

Jumlah 

Penyediaan alat-

alat 

listrik/elektronik

Bulan 12 60.744.440            

Meningkatnya 

ketersediaan peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

Penyediaan peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

Jumlah 

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

Bulan 12 53.500.000            

Persentase Penilaian 

performance tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

pengembangan 

kompetensi minimal 

baik 

Persentase Penilaian 

performance tenaga 

pengajar dan 

penyelenggara 

pengembangan 

kompetensi minimal baik 

Persentase pemenuhan 

peningkatan kompetensi 

sdm bpsdm dan 

pemenuhan layanan 

administrari dan sarana 

prasarana perkantoran.



Uraian
Indikator 

Tujuan
satuan target Uraian Indikator Sasaran satuan target

Sasaran 

Program
Nama Program Indikator satuan target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator satuan target

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Meningkatnya 

ketersediaan peralatan 

rumah tangga

Penyediaan peralatan 

rumah tangga

Jumlah 

Penyediaan 

peralatan 

kebersihan dan 

bahan pembersih

Bulan 12 33.888.816            



Uraian
Indikator 

Tujuan
satuan target Uraian Indikator Sasaran satuan target

Sasaran 

Program
Nama Program Indikator satuan target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator satuan target

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Meningkatnya 

ketersediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

Jumlah 

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang 

undangan

Bulan 12 19.080.000            

Meningkatnya 

ketersediaan makanan 

dan minuman rapat

Penyediaan makanan 

dan minuman rapat

Jumlah 

Penyediaan 

makanan dan 

minuman rapat/ 

Bulan 12 59.580.000            

Meningkatnya 

koordinasi dan 

konsultasi luar daerah

Rapat - Rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Jumlah 

Pelaksanaan 

koordinasi dan 

konsultasi luar 

daerah

Kali 25 205.140.000          

Meningkatnya 

koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Rapat - Rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi dalam 

daerah

Jumlah 

Pelaksanaan 

koordinasi dan 

konsultasi ke 

dalam daerah

Kali 35 93.920.000            

Meningkatnya layanan 

kebutuhan dan 

keterbukaan informasi 

tentang organisasi 

BPSDM Provinsi 

Lampung dari segi tata 

laksana, 

program/kegiatan dan 

prestasi yang telah 

Pameran dan Promosi 

Pembangunan

Jumlah 

Pelaksanaan 

Pameran dan 

Pawai Kendaraan 

Pembangunan

Paket 1 111.384.125          

Meningkatnya 

ketersediaan Bahan 

Standar Kompetensi 

Jabatan dan Evaluasi 

Jabatan

Penyediaan Bahan 

Standar Kompetensi 

Jabatan dan Evaluasi 

Jabatan

Jumlah 

penyusunan bahan 

standar 

kompetensi 

jabatan dan 

evaluasi jabatan

Bulan 12 21.392.000            

persen 19,80 Meningkatnya 

prasarana kantor dan 

kediklatan

Pengadaan 

perlengkapan gedung 

kantor

jumlah peralatan 

dan perlengkapan 

gedung kantor

Unit 39 447.140.000          

Meningkatnya sarana 

mebeleur kantor dan 

kediklatan

Pengadaan mebeleur jumlah unit 

mebeleur

Unit 96 210.000.000          

Meningkatnya kualitas 

dan fungsi prasarana 

kantor dan kediklatan

Pemeliharaan 

rutin/berkala gedung 

kantor

Jumlah 

Penyediaan 

pemeliharaan 

gedung kantor

Bulan 12 140.052.000          

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Persentase 

peningkatan dan 

pemeliharaan 

fasilitas sarana 

dan prasarana 

perkantoran

Meningkatnya 

Pemenuhan 

Sarana dan 

Prasarana kantor 

dan kediklatan



Uraian
Indikator 

Tujuan
satuan target Uraian Indikator Sasaran satuan target

Sasaran 

Program
Nama Program Indikator satuan target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator satuan target

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Meningkatnya kualitas 

dan fungsi kendaraan 

dinas/operasional

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/operasional

Jumlah 

Penyediaan 

pemeliharaan 6 

unit kendaraan 

Bulan 12 144.918.000          

Meningkatnya kualitas 

dan fungsi sarana 

kantor dan kediklatan

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan gedung 

kantor

jumlah Penyediaan 

pemeliharaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Bulan 12 90.700.000            

Meningkatnya 

Kompetensi 

Aparatur BPSDM 

Provinsi Lampung

Persentase 

peningkatan 

kompetensi 

sumberdaya 

aparatur BPSDM 

Provinsi Lampung

persen 100 Meningkatnya PNS 

BPSDM Provinsi 

Lampung yang terampil 

dan kompeten

Pendidikan dan 

pelatihan formal

Jumlah PNS yang 

mengikuti diklat 

formal/bimtek/kur

sus

Orang 33 292.079.000          

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Perencanaan 

dan penyelenggaraan 

Pemerintahan BPSDM 

Provinsi Lampung 

100 Meningkatnya 

kualitas Dokumen 

Perencanaan dan 

penyelenggaraan 

Pemerintahan 

BPSDM Provinsi 

Lampung

persentase 

Perencanaan dan 

penyelenggaraan 

Pemerintahan 

BPSDM yang tepat 

waktu

persen 100 Meningkatnya 

penyusunan dokumen 

laporan keuangan 

sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

dan tepat waktu

Penyusunan laporan 

Keuangan

jumlah laporan 

keuangan

Dokumen 12 8.880.113              

Meningkatnya 

penyusunan dokumen 

renstra sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

dan tepat waktu

Penyusunan Renstra jumlah dokumen 

renstra

Dokumen 1 34.272.000            

Meningkatnya 

penyusunan dokumen 

laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku dan tepat 

waktu

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen 

penyelenggaraan 

Pemerintahan

Dokumen 32 7.093.150              

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan



Uraian
Indikator 

Tujuan
satuan target Uraian Indikator Sasaran satuan target

Sasaran 

Program
Nama Program Indikator satuan target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator satuan target

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

laporan 

perencanaan 

tahunan BPSDM

Program 

perencanaan 

pembangunan 

daerah Tahunan

persen 100 Meningkatnya 

penyusunan dokumen 

Perencanaan, program 

dan kegiatan dan 

pengembangan 

program diklat sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku dan tepat 

waktu

Penyusunan dan 

Penetapan Program 

dan Kegiatan 

Bandiklatda Provinsi 

Lampung

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

program dan 

kegiatan dan 

pengembangan 

program diklat

Dokumen 15 120.434.645          

Meningkatnya 

pemenuhan tahapan 

pelaksanaan 

penyusunan 

perencanaan 

pembangunan sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku

Penyelenggaraan 

Musrenbang SKPD

Jumlah dokumen 

hasil Musrenbang 

SKPD

Dokumen 1 23.856.125            

14.314.216.000    

Hajimena,                                  2019

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

Hi. KHERLANI, SE., MM.

Pembina Utama

NIP. 19620504 198103 1 004

Persentase 

Pemanfaatan 

dokumen-

dokumen 

Perencanaan 

(RKA, Renja, KUA, 

DPA, ROK, PK, 

RKT) untuk 

penyusunan 

perencanaan yang 

terarah, efektif 

dan efesiensi



Perangkat Daerah:Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi LampungOPD: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Uraian
Indikator 

Tujuan

satua

n
target Uraian

Indikator 

Sasaran
Satuan Target Sasaran Program

Nama 

Program
Indikator Satuan Target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Satuan Target

Persentase 

Aparatur 

yang 

Memiliki 

Sertifikat 

Perse

n

94.95 Meningkatnya 

kompetensi SDM 

aparatur

Persentase 

Aparatur yang 

Memiliki 

Sertifikat Diklat

Persen 20,28% Meningkatnya

pengembangan 

kompetensi

manajerial

Persen

tase

100 Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi 

kepemimpinan dan 

prajabatan

Pengembangan

Kompetensi

Kepemimpinan 

dan Prajabatan

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 1448 25.069.600.000

Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi 

jabatan pimpinan 

daerah

Pengembangan

Kompetensi 

Jabatan

Pimpinan 

Daerah

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 70 264.942.000

Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi 

jabatan pimpinan 

tinggi

Pengembangan

Kompetensi 

Jabatan

Pimpinan Tinggi

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 58 210.889.000

Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi 

teknis inti

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber 

Daya 

Aparatur 

Teknis Inti

Persentase 

aparatur 

yang lulus

pengemban

gan 

kompetensi 

Teknis Inti 

dengan hasil 

post test 

minimal 70

Persen

tase

100 Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi inti 

jabatan 

Administrasi 

Pelayanan Dasar 

dan Pilihan

Pengembangan 

Kompetensi Inti 

Jabatan 

Administrasi 

Pelayanan Dasar 

dan Pilihan

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 90 229.320.000

Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi inti 

jabatan 

Administrasi Non 

Pelayanan Dasar

Pengembangan 

Kompetensi Inti 

Jabatan 

Administrasi 

Non Pelayanan 

Dasar

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 90 247.518.000

Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi inti 

jabatan 

Administrasi 

Urusan Penunjang

Pengembangan 

Kompetensi Inti 

Jabatan 

Administrasi 

Urusan 

Penunjang

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 90 247.518.000

Persen

tase

100 Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi umum

Pengembangan 

Kompetensi 

Umum

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 60 309.692.000

Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi

Pilihan Jabatan 

Administrasi

Pengembangan 

Kompetensi 

Pilihan Jabatan 

Administrasi

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 60 288.436.400

Tujuan

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur Yang 

Efektif 

MATRIKS CASCADING RENSTRA 2019 - 2024
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber 

Daya 

Aparatur 

Manajerial

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber 

Daya 

Aparatur 

Teknis 

Umum dan 

Fungsional

Persentase

aparatur 

yang lulus 

pengemban

gan

kompetensi

Manajerial 

dengan 

predikat

memuaskan

Persentase 

aparatur 

yang lulus

pengemban

gan 

kompetensi 

Teknis 

Umum dan 

Fungsional 

dengan hasil 

post test 

minimal 70

Meningkatnya 

pengembangan 

kompetensi 

teknis umum 

dan

Fungsional



Uraian
Indikator 

Tujuan

satua

n
target Uraian

Indikator 

Sasaran
Satuan Target Sasaran Program

Nama 

Program
Indikator Satuan Target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Satuan Target

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Terlaksananya

pengembangan 

kompetensi

Jabatan Fungsional

Pengembangan 

Kompetensi 

Jabatan 

Fungsional

Jumlah Peserta 

yang Mengikuti

Pengembanga

n

Kompetensi

Orang 120 477.721.600

Nilai 

Akreditasi

Nilai A Meningkatnya 

kualitas

pengelolaan dan

penyelengga 

raan diklat

Nilai Akreditasi Nilai B Meningkatnya 

Pengelolaan dan 

pengembangan 

aparatur

Pembinaan 

dan 

Pengemban

gan 

Aparatur

Persentase 

pemenuhan 

penyelengga

raan diklat 

sesuai 

standar

Persen

tase

100 Terlaksananya Uji  

Kompetensi dan

peningkatan 

kapasitas asesor

Uji  Kompetensi 

dan 

peningkatan 

kapasitas asesor

Jumlah peserta 

uji kompetensi 

dan 

peningkatan 

asesor

orang 100 208.029.800

Terlaksananya 

Pengelolaan

kelembagaan dan

peningkatan 

kapasitas WI

Pengelolaan

kelembagaan 

dan

peningkatan 

kapasitas WI

Jumlah 

pelaksanaan 

KPMD, 

akreditasi dan 

karya  ilmiah 

Kali 8 93.655.200

Terlaksananya 

Kerjasama dan

penyediaan 

sumber belajar

Kerjasama dan

penyediaan 

sumber belajar

Jumlah 

dokumen

kerjasama, 

buletin dan 

pembelajaran

Buah 320 39.121.000

Terselenggarany

a pelayanan

administrasi 

perkantoran

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Persentase 

Layanan

Administrasi

Perkantoran

Persen

tase

100 Tersedianya jasa

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Penyediaan jasa

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik

Layanan 

komunikasi, 

sumber daya  

air dan listrik

% 100 682.943.200

Terlaksananya 

penyelenggaraan

administrasi 

keuangan

Penyediaan Jasa

Administrasi 

Keuangan

Layanan 

administrasi 

keuangan

% 100 418.758.800

Tersedianyan jasa 

kebersihan kantor

Penyediaan jasa

kebersihan 

kantor

Layanan 

Kebersihan

Kantor

% 100 186.450.000

Tersedianya alat 

tulis kantor

BPSDM Provinsi 

Lampung selama 1 

tahun

Penyediaan alat 

tulis kantor

Jumlah 

Pengadaan 

ATK

Buah 1969  30.560.500

Tersedianya  

barang cetakan 

dan penggandaan

Penyediaan 

barang cetakan 

dan

Jumlah Barang 

Cetak dan

Penggandaan

Lembar 78866 35.001.700

Tersedianya  

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Penyediaan 

peralatan

dan  

perlengkapan 

kantor

Jumlah 

Peralatan dan

Perlengkapan 

Kantor

Unit 2067  64.310.000

Tersedianya 

peralatan

rumah tangga dan 

peralatan listrik

Penyediaan 

peralatan 

rumah tangga 

dan

Jumlah 

Peralatan 

Rumah

Tangga dan  

Peralatan  

Buah 1733  144.360.300

Tersedianya bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang- 

undangan

Penyediaan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang- 

undangan

Jumlah bahan 

bacaan dan 

peraturan

perundang 

undangan

Buku 5550  81.000.000

Persentase 

aparatur 

yang lulus

pengemban

gan 

kompetensi 

Teknis 

Umum dan 

Fungsional 

dengan hasil 

post test 

minimal 70



Uraian
Indikator 

Tujuan

satua

n
target Uraian

Indikator 

Sasaran
Satuan Target Sasaran Program

Nama 

Program
Indikator Satuan Target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Satuan Target

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Tersedianya 

makanan dan 

minuman rapat

Penyediaan 

makanan dan 

minuman rapat

Jumlah 

Layanan 

Makan dan  

Kali 58 69.780.000

Terlaksananya 

Rapat - Rapat

Koordinasi dan 

konsultasi

Rapat  - Rapat 

Koordinasi dan 

konsultasi

Jumlah 

Koordinasi dan

Konsultasi

Kali 100 1.618.971.000

Terlaksananya Jasa 

Tenaga

Pendukung

Administrasi/ 

Teknis

Perkantoran

Penyediaan Jasa 

Tenaga

Pendukung

Administrasi/ 

Teknis

Perkantoran

Jumlah Tenaga 

PTHL

Orang 12 280.800.000

Persen

tase

100 Terlaksananya 

pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Pengadaan 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah 

pengadaan

perlengkapan 

gedung kantor

Unit 225 1.012.785.700

Terpeliharanya 

gedung kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Unit 37 222.200.000

Terlaksananya

Pemeliharaan 

kendaraan dinas 

operasional

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan 

dinas/ 

operasional

Jumlah 

rutin/berkala 

kendaraan

dinas/ 

operasional

Unit 6 149.631.000

Terpeliharanya

perlengkapan 

gedung kantor

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor

Jumlah 

Penyediaan 

pemeliharaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Unit 252 124.350.000

Persen

tase

100 Terselenggaranya

Pengembangan 

Kompetensi

SDM BPSDM 

Provinsi

Lampung

Pengembangan

Kompetensi 

Aparatur

dan  Jabatan 

Fungsional

jumlah ASN 

yang

mengikuti 

bimtek dan 

sosialisasi

Orang 90 538.000.000

Tersusunnya 

dokumen 

Pemutakhiran

Anjab, ABK, 

Evaluasi Jabatan 

dan lain-lain

Pengembangan 

Budaya

Kerja  dan  

Disiplin

Aparatur

Jumlah 

Dokumen

Pemutakhiran 

Anjab, ABK, 

Evaluasi 

Jabatan dan  

Dokumen 20 45.213.000

Persen

tase

100 Tersusunnya 

Laporan dan

Evaluasi Kinerja

Penyusunan 

Laporan dan

Evaluasi Kinerja

Jumlah 

Dokumen

Pelaporan dan 

Evaluasi

Dokumen 20 10.000.000

Tersusunnya 

Laporan

Keuangan

Penyusunan 

Laporan

Keuangan

Jumlah 

Dokumen

Pelaporan 

Capaian

Dokumen 12 24.024.000

Tersusunnya 

Laporan

Perencanaan

Penyusunan 

Laporan

Perencanaan

Jumlah 

Dokumen

Perencanaan

Dokumen 18 87.390.000

Perencanaa

n, Evaluasi 

Kinerja dan 

Keuangan, 

serta Asset 

Perangkat 

Daerah

Tersedianya 

dokumen 

Perencanaan, 

Evaluasi Kinerja 

dan Keuangan,

serta Asset

Perangkat 

Daerah yang 

tepat waktu

Persentase

Kesesuaian 

substansi 

perencanaa

n dan

evaluasi 

sesuai 

peraturan

Terselenggarany

a fasilitasi

peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan

Perangkat 

Daerah

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaa

n

Perangkat 

Daerah

Persentase 

pemenuhan 

peningkatan 

Kelembagaa

n

Perangkat 

Daerah

Meningkatnya 

sarana dan

prasarana kantor

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur

Persentase 

Tingkat

Ketersediaa

n

Sarpras 

Kantor



Uraian
Indikator 

Tujuan

satua

n
target Uraian

Indikator 

Sasaran
Satuan Target Sasaran Program

Nama 

Program
Indikator Satuan Target Sasaran Kegiatan Nama Kegiatan Indikator Satuan Target

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran 

(Rp.)

Tersedianya 

aplikasi e 

penyelenggaraan 

kediklatan dan 

publikasi program 

dan kegiatan 

BPSDM Provinsi

Lampung

Pengembangan 

e-Govern ment  

OPD dan  

Publikasi 

Pembangunan

Implementasi 

aplikasi e- 

Government 

dan

pameran

Paket 2 318.956.000

Tersusunnya 

Rencana 

Kebutuhan Barang 

dan Pengelolaan 

Asset

Penyusunan 

Rencana 

Kebutuhan 

Barang dan 

Pengelolaan 

Asset

Jumlah 

Dokumen

Rencana 

Kebutuhan

Barang dan 

Pengelolaan 

Dokumen 56 36.571.800

Hajimena,                                  2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

Hi. KHERLANI, SE., MM.

Pembina Utama

NIP. 19620504 198103 1 004



NAMA OPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

SEBELUM SESUDAH

(2) (5) (6) (7) (8) (9)=(8-7) (11)

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.179.472.967 18.989.654.967 11.810.182.000

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung

jumlah peserta yang 

mengikuti diklat PIM IV

40 Orang 783.976.000 783.976.000 0 Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pemerintah dengan

menciptakan sistem kerja berbasis kinerja

dan kompetensi

Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi 

Pelayanan Dasar dan Pilihan

Jumlah Peserta yang 

Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

60 Orang 172.936.000 168.056.000 -4.880.000 Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pemerintah dengan

menciptakan sistem kerja berbasis kinerja

dan kompetensi

Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non 

Pelayanan Dasar

Jumlah Peserta yang 

Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

30 Orang 177.088.000 77.103.000 -99.985.000 Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pemerintah dengan

menciptakan sistem kerja berbasis kinerja

dan kompetensi

Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan 

Penunjang

Jumlah Peserta yang 

Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

60 Orang 173.944.000 173.944.000 0 Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pemerintah dengan

menciptakan sistem kerja berbasis kinerja

dan kompetensi

Pengembangan Kompetensi Umum Jumlah Peserta yang 

Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

120 Orang 436.620.000 436.620.000 0 Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pemerintah dengan

menciptakan sistem kerja berbasis kinerja

dan kompetensi

Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi Jumlah Peserta yang 

Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

90 Orang 301.580.000 301.580.000 0 Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pemerintah dengan

menciptakan sistem kerja berbasis kinerja

dan kompetensi

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Jumlah Peserta yang 

Mengikuti 

Pengembangan 

Kompetensi

200 Orang 994.056.967 759.559.967 -234.497.000 Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pemerintah dengan

menciptakan sistem kerja berbasis kinerja

dan kompetensi

Diklat Prajabatan Golongan III CASN di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi 

Lampung

Jumlah Peserta yang 

Mengikuti Diklat

2228 Orang 4.139.272.000 16.288.816.000 12.149.544.000 Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pemerintah dengan

menciptakan sistem kerja berbasis kinerja

dan kompetensi

MATRIKS PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT JANJI KERJA GUBERNUR

URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ 

KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN 

(OUTCOME/ OUTPUT)

TARGET 

KINERJA

PLAFON ANGGARAN (Rp) BERTAMBAH / 

(BERKURANG)
JANJI KERJA


